
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR      '=,±`;    TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PELABAT ATAU PEGAWAI YANG
MELAKSANAKAN PENGELOIAAN BARANG MILIK DAERAII

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :      bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (5)  dan
Pasal  6  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  63
Tahun   2020   tentang   Pedoman   Pemberian   Insentif   Kepada
Pejabat   Dan/Atau   TunjangarL   Pegawal   yang   Melaksanakan
Pengelolaan  Barang Milik Daerah,  perlu menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Pemberian  lnsentif Kepada Pejabat atan Pegawal
yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat   :        1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun   1953  tentang
Perpanjangan     Pembentukan     Daerah     Tingkat     11     di
Kalimantan  (Lemharan  Negara  Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1959   Nomor  72,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    1820),
sebagaimana telah  diubah beberapa kali,  terakhir dengan
Undang-Undang      Nomor     8      Tahun      1965      tentang
Pembentukan   Daerah   Tin8kat   11   Tanah   Laut,   Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  11  Tabalong  Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun  1953
tentang  Pembentukan  Daerah  Tin8kat  11  di  Kalimantan
{Iiernharan Negara Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor
51, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3.     Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  5234),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tchuri 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang~Undangan  (Lembaran
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Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6801);

4.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah
diubah   beberapa  kali,   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun
2022    tentang    Cipta    Keria    Menjadi    Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Thhun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5.     Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor  6   Tahun   2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja
Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.     Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2022   tentang  Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2022   Nomor   68,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor  92,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5533),
sebagalmana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

8.     Peraturan    Presiden   Nomor    12   Tahun   2017    tentang
Pedoman   Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

9.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  120  Talun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Perathran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentahg   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negal|a Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentahg Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Berita
Negafa Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12.   Perathran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  63  Tahun  2020
tentahg  Pedoman  Pemberian   Insentif Dan/Atau Tunjangan
Kepaqa Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan
Bara+g   Milik   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tchun 2020 Nomor 870);

13.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentahg  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
{Berith   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020   Nomor
1781);

14.   Peraturan  Daerah  Kabupaten Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016|   tentang   Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat
Daerch   (I+embaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong  Tahun
2016 I Nomor  05,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Tabalpng  Nomor  02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Perathran  Daerah  Kabupaten   Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 I tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Taba|ong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

I

?:ffi=TP==ngzg21D£:rm¥r`o¥)TbaranDaerahKabupaten

15.   Peratdran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
20181 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Lembaran
Daerdh   Kabupaten   Tabalong   Tahun   2018   Nomor   05,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor
01);    ,

I

16.   Perattiran Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Sistem   dan   Prosedur  Pengelolaan   Barang  Milik  Daerah
(Berith Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);

I

17.   Perat+Iran Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerali Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
PEJABAT ATAU        PEGAWAI        YANG        M EIAKSANAKAN

LN BARANG MILIK DAERAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I
I

P.alaEa::rftuard=£uKpaabtiL£;i|::fadb£:o¥gs.uddengan:
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara

Pemerintahan  Daerah |yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Tpbalong.
4.     Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
5.     Sekretaris Daerah adaldh sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6.     Pengelola Barang Milik baerah adalah sekretaris Daerah.
7.     Pengelola  Barang  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pengelola  Barang

8   i:gi:b¥:iji:jfai:F:gaiHTBIF:¥fa:sr::i:E;a:si;;:ae;.fa::;;p:uannky::are;i:::
9.     Pengguna Barang Mili* Daerah yang  selanjutnya disebut Pengguna Barang

adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.    tlo:|e:n;i:P=B=an:a:fu:faralmF:i:i=ii:;=arfan]:H:.k:efa?:PiFa%gd;b?rb:ud:a|!Euai:

penguasaannya dengari sebaik-baiknya.
11.   Pejabat Penatausahaah Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha bara+g milik daerah pada Pengguna Barang.12.i:;¥aFEse=B;:::;g£:#:afa:alm=n:eiaubsaikananggfe=#iEaaa=refe:=da:

13.   Pengurus Barang Pengdrna adalah Jabatan F\mgsional Umum yang diserahi
tugas  menerima,  menvimpan,  mengeluarkan dan  menatausahakan barang
milik daerah pada Pendguna Barang.

14.:I:£=i:a=f:n£±alpaehn;i:::g::¥aa=natu=asbdarananfun¥L1£§a£=r#eH.g=e:anti:dk:
daerah dan/atau optiinalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.

15.   Barang Milik Daerah ddalah  semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

16.   Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan  sebagai penghargaari
atas kineria tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

17.   Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

BAB 11
INSENTIF

Pasal 2

(1)    Pejabat    atau    pegawqu    yang    melaksanakan    Pemanfaatan    dan    telah
menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.

t2,::mmb::±=g£:sfnantif£:£gaarL=ffi:ef:ga¥;:ndg:]ao€:£yara:£Lg,#:L#U;ua=r=;tuk:
b.   mengoptimalkan Peinanfaatan; dan
c.   meningkatkan pendrimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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(3)    Penerimaan   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   merupakan
penerimaan   lain-lain   pendapatan   asli   daerah   yang   sah   berupa   hasil
Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

(4)    Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
a.      Sewa;
b.     bangun guna serah/bangun serah guna;
c.     keq.a sama pemanfaatan; dan/atau
d.     kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

(1)    Besaran  Insentif sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  ditetapkan
paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas
hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

(2)    Besaran  Insentif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dialokasikan  dan
ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 4

(1)    Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan
untuk Pemanfaatan pada:
a.   Pengelola Barang; dan
b.   Pengguna Barang.

(2)    Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hunrf a, dibayarkan
kepada:
a.   Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
b.   Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang;
c.    Pejabat penatausahaan Barang;
d.   Pengurus Barang pengelola; dan
e.    Pejabat  atau  pegawai  pada  Pemerintah  Daerah yang membantu  dalam

proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(3)    Pemberian lnsentif sebagainana dimaksud pada ayat (1) humf b, dibayarkan
kepada,
a.   Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
b.   Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
c.   Pejabat penatausahaan Barang;
d.   Pengurus Barang Pengelola; dan
e.   Pejabat  atau  pegawai  pada  Pemerintah  Daerah  yang  membantu  dalam

proses pelaksanaam Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(4)    Pemberian   Insentif  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dan   ayat   (3)
dibayarkan    secara    proporsional    sesuai    dengan    beban    tugas    dan
tanggung).awabnya.

(5)    Ketentuan mengenai Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 5

(1)    Insentif dibayarkan  setiap  triwulan  pada  awal  triwulan  berikutnya  apabila
realisasi  Penerimaan  Daerah  telah  mencapai  target  rencana  Penerimaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 ayat (1).

(2)    Realisasi  Penerinaan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
sebagal berikut:
a.   Triwulan   I   realisasi   mencapai   15   0/o   (lima  belas   persen)   dari   target

Penerimaan  Daerah  atas  hasil  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.   Triwulan 11  realisasi mencapai 35 °/o  (tiga puluh lima persen)  dari target
Penerimaan  Daerah  atas  hasil  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c.   Triwulan  Ill  realisasi  mencapai  70  °/o  (tujuh  puluh  persen)  dari  target
Penerimaan  Daerah  atas  hasil  Pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d.   Triwulan   IV   realisasi   mencapai   100   %   (seratus   persen)   dari   target
Penerimaan  Daerah  atas  hasi]  Pemanfaatan  Barang Milfk  Daerah  yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)    Dalam  hal  realisasi  Penerimaan  Daerah  tidak  mencapai  target  rencana
Penerimaan   Daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   ayat   (1),
pembayaran  Insentif dilakukan  pada  awal  triwulan  berikutnya  yang  telah
mencapai target triwulan yang ditentukan.

(4)    Dalam  hal  realisasi  Penerimaan  Daerah  pada  akhir  tahun  anggaran  tidak
mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1),  tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
trimulan sebe]umnya.

(5)    Dalam  hal  realisasi  Penerimaan  Daerah  pada  akhir  tahun  anggaran  telah
mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  pembayaran  Insentif  belum  dapat
dilakukan  pada  tahun  anggaran  berkenaan,  pemberian  Insentif diberikan
pada   tahun   anggaran   berikutnya  yang   pelaksanaannya   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)    Insentif   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4   ayat   (2)   dan   ayat   (3)
dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

(2)    Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.     tunjangan istri/suami;
b.     tunjangan anak;
c.     tunjangan jabatan struktural/fungsional/pejabat negara; dan/atau
d.     funjangan beras.

(3)    Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.
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BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di  Tanjung
pada tanggal    ±17   S'th¥to'3..3'.1   :.:`32j

BUPATI TABALONG

'TTP

ANANG SYAKHF`IANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal    'i:7    ij`.I+`:.a.i+     ,a     -,''. `):3.3

SEKRETARIS DAERAI+ KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAII KABupATEN TABAroNG TAHUN 2o23 NOMOR  ,5 ,3


